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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Otonomi daerah di Indonesia pada saat ini mencerminkan adanya respon rakyat 

yang sangat tinggi akan meningkatnya permintaan tata kelola pemerintahan yang 

baik (good government). Salah satu yang menjadi sorotan untuk mencapai tata 

kelola pemerintahan yang baik adalah terciptanya transparansi pengelolaan 

keuangan di organisasi-organisasi yang ada di dalam pemerintahan. Dalam 

mekanisme tata kelola, pelaporan keuangan memiliki dua tujuan, yaitu organisasi 

yang transparan dan keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders). 

Masyarakat memiliki hak dasar untuk tahu (basic right to know) dan memperoleh 

informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu 

kebijakan atau program dilakukan serta bagaimana organisasi menjalankan 

operasionalnya. Otonomi daerah dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas 

pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan 

kesejahteraan rakyat, serta membudayakan dan menciptakan ruang bagi rakyat 

untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan (Anggraini Dan Rihardjo, 

2017). 

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang telah dilaksanakan pada tahun 

2001 dan peraturan undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah dalam 

UU No. 32 tahun 2004, menjelaskan bahwa definisi dari otonomi daerah adalah 

hak, kewajiban, dan wewenang untuk mengatur sendiri pemerintahannya. Tujuan 

utama dengan adanya otonomi daerah adalah untuk tercapainya Good Goverment 

Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, dan salah satu upaya untuk 

mewujudkan good government governance adalah dengan cara meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Dimana pada era 

otonomi daerah saat ini, transparansi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah 
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menjadi sangat penting. Dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan 

sumber daya daerah (Fardan, 2013). 

Terbitnya Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ tahun 2012 tentang transparansi 

pengelolaan anggaran daerah merupakan cerminan kearifan pemerintah pusat 

dalam menyikapi fenomena ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah 

memanfaatkan keberadaan website resmi pemerintah daerahnya masing-masing 

untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah tersebut. 

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur 

kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak 

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban 

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan 

ketaatannya pada peraturan perundangundangan. Tidak adanya transparansi 

publik akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas dan dapat merugikan 

masyarakat. Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengaksesaktivitas 

politik, ekonomi, pemerintah dan keputusannya. Transparansi mungkin semua 

stakeholders dapat melihat stuktur dan fungsi pemerintah, tujuan dari kebijakan 

dan proyeksi fiskalnya serta laporan pertanggungjawaban periode yang lalu. 

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat dimana informasi yang berkaitan dengan kepentingan 

publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan 

(Noprizal, 2017). 

Transparansi yaitu keterbukaan pemerintah daerah dalam memberikan informasi 

yang terkait dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan informasi yang merupakan bagian dari pelayanan publik. 

Pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan 

informasi lainnya yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, 

sosial, politik oleh pihak-pihak berkepentingan. Transparansi dapat memberikan 

dampak positif bagi organisasi secara khusus dan daerah secara umum. Namun, 

masih banyak peraturan daerah tentang transparansi tidak memiliki sanksi khusus, 

sehingga dalam pelaksanaan dan penegakannya masih sulit dan sering kali 
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menemui kendala. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang tinggi dari 

segenap jajaran pemerintah daerah dalam menerapkan transparansi pengelolaan 

keuangan (Purnamasari dan Handayani, 2015).  

Apabila transparansi tidak dijalankan, maka dampak yang ditimbulkan adalah 

distorsi dalam alokasi sumber daya, menyuburkan praktik-praktik korupsi, 

menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, penyalahgunaan wewenang dan 

kekuasaan, khususnya di lingkungan organisasi sektor public (Sihaloho, 2013). 

Tidak hanya komitmen yang tinggi dari segenap jajaran pemerintah daerah yang 

dibutuhkan, namun kualitas sumber daya yang baik akan sangat mendukung 

pelaksanaan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Karena 

sumber daya manusia merupakan penggerak dari semua aktivitas. Meskipun 

peraturan yang dibuat sangat baik untuk meningkatkan transparansi, namun 

kualitas sumber daya manusianya tidak cukup baik, maka peraturan yang ada 

tidak akan terlaksana dengan maksimal. Oleh karena itu, perbaikan sumber daya 

manusia sangat diharapkan dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan 

pemerintah daerah.  

Di Indonesia, transparansi akan pengelolaan keuangan masih sangat minim, hal 

ini dikarenakan sebagian besar pemerintah daerah masih menitikberatkan 

pertanggungjawabannya kepada DPRD bukan kepada masyarakat. Seharusnya 

pemerintah harus lebih transparan kepada masyarakat karena salah satu sumber 

pendapatan terbesar yang diperoleh berasal dari rakyat. Masyarakat memiliki hak 

dasar untuk tahu (basic right to know) dan memperoleh informasi mengenai apa 

yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan atau program 

serta bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya. Pertanggungjawaban 

pemerintah daerah yang terjadi saat ini seharusnya lebih bersifat horisontal, di 

mana pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap DPRD dan pada masyarakat 

luas (dual horizontal accountability). Namun beberapa pemerintah daerah di 

Indonesia telah berusaha untuk membudayakan transparansi di daerahnya dengan 

membuat Peraturan Paerah (Perda) yang mengatur khusus mengenai transparansi. 

Beberapa daerah telah menerbitkan Perda terkait 3 transparansi dan partisipasi 
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masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah menyadari bahwa 

transparansi sangat penting dalam tata kelola keuangan daerah. Akan tetapi, dalam 

praktiknya pemerintah daerah terutama pada SKPD sebagai level pelaksana masih 

sangat sulit dalam melaksanakan peraturan-peraturan daerah yang ada (Putra, 

2016). 

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan/kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 

pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan UU 33 Tahun 2004 pasal 66 ayat 1, 

keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan 

memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Pelaporan 

keuangan adalah laporan keuangan yang ditambah dengan informasi-informasi 

lain yang berhubungan, baik langsung maupuntidak langsung dengan informasi 

yang disediakan oleh sistem akuntansi keuangan. Dalam mekanisme pengelolaan 

tata kelola, pelaporan keuangan memiliki dua tujuan, yaitu organisasi yang 

transparan dan keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders) (Ridha dan 

Basuki, 2012). 

Transparansi dapat memberikan dampak positif bagi organisasi secara khusus dan 

daerah secara umum. Namun, masih banyak peraturan daerah tentang transparansi 

tidak memiliki sanksi khusus, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakannya 

masih sulit dan sering kali menemui kendala. Oleh karena itu, dibutuhkan 

komitmen yang tinggi dari segenap jajaran pemerintah daerah dalam menerapkan 

transparansi pengelolaan keuangan. Apabila transparansi tidak dijalankan, maka 

dampak yang ditimbulkan adalah distorsi dalam alokasi sumber daya, 

menyuburkan praktik-praktik korupsi, menimbulkan ketidakadilan bagi 

masyarakat, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, khususnya di lingkungan 

organisasi sektor publik.   

Di Indonesia, transparansi akan pengelolaan keuangan masih sangat minim, hal 

ini dikarenakan sebagian besar pemerintah daerah masih menitikberatkan 

pertanggungjawabannya kepada DPRD bukan kepada masyarakat. Seharusnya 
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pemerintah harus lebih transparan kepada masyarakat karena salah satu sumber 

pendapatan terbesar yang diperoleh berasal dari rakyat. Masyarakat memiliki hak 

dasar untuk tahu (basic right to know) dan memperoleh informasi mengenai apa 

yang sedang dilakukan pemerintah.  

Pertanggungjawaban pemerintah daerah yang terjadi saat ini seharusnya lebih 

bersifat horisontal, di mana pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap 

DPRD dan pada masyarakat luas (dual horizontal accountability). Namun 

beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah berusaha untuk membudayakan 

transparansi di daerahnya dengan membuat Peraturan Paerah (Perda) yang 

mengatur khusus mengenai transparansi. Beberapa daerah telah menerbitkan 

Perda terkait transparansi dan partisipasi masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa 

pemerintah daerah menyadari bahwa transparansi sangat penting dalam tata kelola 

keuangan daerah. Akan tetapi, dalam praktiknya pemerintah daerah terutama pada 

SKPD sebagai level pelaksana masih sangat sulit dalam melaksanakan peraturan-

peraturan daerah yang ada.  

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia banyak ditemukan  

penyimpangan oleh BPK-RI dalam pelaksanaan audit laporan keuangan seperti 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung. Kepala 

Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Alfiker Siringoringo menyebutkan bahwa baru 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 mendapatkan opini 

WTP dari BPK. Oleh karena itu kita wajib mempertahankannya. Guna 

mempertahankan opini WTP dari BPK dibutuhkan komitmen pimpinan, 

penyempurnaan regulasi dan proses bisnis  terkait pengelolaan dan pelaporan 

keuangan, peningkatan  kualitas SDM, serta peningkatan kualitas IT. Dalam 

rangka melaksanakan misi Ditjen perbendaharaan mewujudkan akuntansi dan 

pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu, Kantor 

Pusat dan Kanwil DJPb Provinsi Lampung selalu berupaya berperanserta aktif 

dalam memenuhi kebutuhan di atas. Antara lain, melalui penyediaan fasilitas 

HAI-DJPb dan Grup  WA UAPPA-W untuk mempercepat arus informasi dan 

penyelesaian  permasalahan penyusunan laporan keuangan, penyelenggaraan 
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bimtek penyusunan laporan keuangan secara regular setiap semester, 

serta  penerapan aplikasi OMSPAN, SIMAK-BMN, SAIBA dane-Rekon & LK 

G2 guna mempercepat, mempermudah dan meningkatkan akurasi penyusunan 

laporan keuangan(http://www.lampost.com/berita-djpb-gelar-bimtek-penyusunan-

laporan-keuangan ). 

Kasus yang terjadi di kabupaten Pringsewu seperti kasus korupsi yang dijelaskan 

Kanit Tipikor Ipda. Ramon Zamora yang melibatkan Kepala Diskominfo 

Pringsewu mengenai pengadaaan perangkat tower internet senilai RP 94.2 juta. 

Kontrak berikutnya adalah langganan belanja bandwichth/internet Pekon IT dan 

SKPD senilai Rp. 467.936.000. Dari anggaran tersebut melakukan dugaan korupsi 

sebesar Rp. 317.250.000 yang merupakan dana APBD perubahan kabupaten 

Pringsewu pada 2015.  

Kasus berikutnya melakukan mark up harga belanja bandwidth pekon IT dan 

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dari harga Rp 421 ribu/lokasi, menjadi 

Rp 1,7 juta/lokasi. Jumlah total berapa lokasi pekon dan SKPD (Satuan Kerja 

Perangkat Daerah) yang dimaksud dari awal sudah samar. Karena tidak tertuang 

dalam klausul kontrak. (www.kupastuntas.co.id). 

Tekanan Eksternal adalah tekanan yang berasal dari luar SKPD (Satuan Kerja 

Perangkat Daerah) seperti peraturan (regulasi), eksekutif, masyarakat, dan 

sebagainya. Adannya tekanan eksternal dapat berakibat pada praktik-praktik 

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kerja yang hanya bersifat formalitas 

untuk memperoleh legitimasi (Putra, 2016).  

Tekanan eksternal, merupakan hasil dari tekanan informal dan tekanan formal. 

Tekanan-tekanan tersebut dapat mempengaruhi struktur organisasi maupun 

kegiatan organisasi. Faktor eksternal berupa peraturan organisasi lain seperti 

pemerintah pusat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lembaga-lembaga 

lain. Peraturan-peraturan yang berasal dari luar organisasi juga bisa didapat 

melalui media massa seperti media cetak, media elektronik, dan media massa 

internet atau pemberitahuan dari organisasi itu sendiri. Peraturan ditujukan untuk 

http://www.lampost.com/berita-djpb-gelar-bimtek-penyusunan-laporan-keuangan
http://www.lampost.com/berita-djpb-gelar-bimtek-penyusunan-laporan-keuangan
http://www.kupastuntas.co.id/
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mengatur praktik-prkatik agar menjadi lebih baik. Suatu peraturan dapat 

menyebabkan kecenderungan organisasi untuk memperoleh atau memperbaiki 

legitimasi (Ridha dan Basuki, 2012). 

Politik memiliki arti yang luas. Masalah politik dalam birokrasi negara (juga 

administrasi negara) terjadi pada tugas utama birokrasi-birokrasi negara. Tugas 

pengadministrasian tersebut sebelumnya telah digariskan lewat undang-undang 

atau peraturan-peraturan pemerintah yang telah disusun baik oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat ataupun secara bersama. Berjalan atau stagnannya 

implementasi kebijakan negara oleh birokrasi-birokrasi negara sangat dipengaruhi 

lingkungan perpolitikan suatu negara (Sinarwati etc, 2015).  

Pengaruh-pengaruh tersebut dalam berlangsung dari lingkup internal, eksternal, 

resmi, ataupun non resmi. Indikator penilaian dari faktor politik yaitu 

ketergantungan pada pusat, ketaatan menjalankan peraturan perundang-undangan, 

tekanan dari pimpinan jabatan politik dan pemberitaan akan transparansi (Davici, 

2016). 

Komitmen manejemen sendiri terkait dengan profesionalisme. Perubahan 

komitmen dapat berdampak pada masalah karakter dan integritas organisasi. 

Strategi integritas merupakan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih 

menuntut daripada inisiatif kepatuhan atas hukum. Kepatuhan atas hukum dan 

peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen manajemen yang kuat 

(Fitrianto, 2015).  

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dalam penilaian 

profesionalisme. Kompetensi sumber daya manusia yaitu kemampuan dan 

karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam 

pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut 

dapat melaksanakannya tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Tugas 

pengadministrasian tersebut sebelumnya telah digariskan lewat undang-undang 

atau peraturan-peraturan pemerintah yang telah disusun baik oleh DPR ataupun 

secara bersama (Purnamasari dan Handayani, 2015).   
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Sumber daya manusia, adalah suatu potensi yang terdapat pada diri manusia. 

Potensi tersebut bisa berupa keahlian atau kompetensi yang dimiliki masing-

masing individu dan mungkin dari setiap individu tersebut, memiliki perbedaan 

keahlian/kompetensi atau bahkan sama. (Setyowati dan Yaya, 2017). 

Beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh (Sihaloho, 2013). 

Menunjukkan terdapat pengaruh tekanan eksternal dan ketidakpastian lingkungan 

terhadap penerapan transparansii pelaporan keuangan. Penelitian (Purnamasari 

dan Handayani, 2015) menunjukkan hanya variabel ketidakpastian yang memiliki 

pengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan. Penelitian ini mereplikasi 

penelitian  (Sinarwati etc, 2015) menunjukkan bahwa komitmen manajemen 

berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, sedangkan 

tekanan eksternal dan faktor politik tidak berpengaruh terhadap penerapan 

transparansi laporan keuangan. 

Perbedaan penelitiaan ini dengan penelitian (Sinarwati, 2015) terletak pada tahun 

penelitian dimana (Sinarwati, 2015) melakukan penelitian pada tahun 2015 

sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dan penambahan variabel 

independen dengan indikator dari penellitian (Sihaloho, 2013) yaitu variabel 

sumber daya manusia serta perbedaan sampel penelitian. Penambahan variabel 

sumber daya manusia digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruhnya 

terhadap transparansi pelaporan keuangan, sumber daya manusia di pemeritahan 

saat ini mengalami perubahan standart yang mengharuskan pendidikan dan 

kemampuan menjadi andalan dalam menciptakan hasil kinerja yang baik di 

pemerintahan itu sendiri. Penelitian ini mengambil sampel pada Satuan Kerja 

Perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Berdasarkan 

penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Tekanan Eksternal, Faktor Politik, Komitmen Manajemen dan 

Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi 

Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) Kabupaten Pringsewu)”. 

 

 



 
 

9 
 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan tekanan eksternal terhadap penerapan 

transparansi pelaporan keuangan? 

2. Apakah terdapat pengaruh faktor politik signifikan terhadap penerapan 

transparansi pelaporan keuangan? 

3. Apakah terdapat pengaruh komitmen manajemen signifikan terhadap 

penerapan transparansi pelaporan keuangan? 

4. Apakah terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia ignifikan 

terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?  

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dan batasan objek penelitian yang akan dilakukan 

penulis sebagai berikut: 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Objek dalam penelitian adalah (Satuan Kerja Perangkat Daerah) 

Kabupaten Pringsewu. 

2. Penelitian ini dilakukan pada periode 2018. 

3. Variabel yang digunakan adalah tekanan eksternal, faktor politik, 

komitmen manajemen, kompetensi sumber daya manusia dan transparansi 

pelaporan keuangan. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji secara empiris tekanan eksternal terhadap penerapan 

transparansi pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) kabupaten Pringsewu. 
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2. Untuk menguji secara empiris faktor politik terhadap penerapan 

transparansi pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) kabupaten Pringsewu. 

3. Untuk menguji secara empiris komitmen manajemen terhadap penerapan 

transparansi pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) kabupaten Pringsewu. 

4. Untuk menguji secara empiris kompetensi sumber daya manusia terhadap 

penerapan transparansi pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) kabupaten Pringsewu. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal 

pengembangan wawasan khususnya dibidang transparansi pelaporan 

keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten Pringsewu. 

3. Bagi Akademisi 

4. Sebagai kontribusi bagi pihak akademisi untuk memahami pentingnya 

transparansi pelaporan keuangan. 

5. Bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu 

6. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran serta temuan tentang 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan 

keuangan serta dapat menjadi masukan dalam peningkatan transparansi 

pelaporan keuangan. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Dalam Penulisan dan penyusunannya, laporan pada penelitian atau skripsi ini akan 

menggunakan kerangka sistematika penulisan sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 
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Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, ruang lingkup 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan atas 

penelitian yang akan dilakukan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat tentang uraian teoritis mengenai teori transparansi laporan 

keuangan, peraturan dan faktor-faktornya, selain itu juga dimuat penelitian-

penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran yang dirancang untuk 

memudahkan dalam memahami penelitian ini. 

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang sumber data, populasi dan sample, definisi 

operasional variabel, metode pengumpulan data, metode analisis data.  

 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan dan    

menganalisis hasil penelitian tersebut dengan uji pengaruh serta uraian 

kesimpulan uji yang didapat. 

 

BAB V  : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kumpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, keterbatasan 

penelitian yang ada, dan saran-saran yang mugkin dapat digunakan dalam 

pengembangan penelitian selanjutnya. 
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